BAB II

DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

2.1. Profil Wilayah Kabupaten Bantul
2.1.1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota
perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan
banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di
Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran
Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu
Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto.
Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan
Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di
sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1
Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih
Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825
hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemeritah Hindia Belanda
kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang
antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan
Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal
pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin

pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.
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Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan
Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif
baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu
Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk
kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur.
Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli
1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan
pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang.
Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarata bernama Raden Tumenggung Mangun
Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku
jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi
Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol
kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang
Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.Pada masa pendudukan Jepang,
pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangakan stadsgemente
ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri
(otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite
Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan
Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU
Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15
tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh

Indonesia.
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2.1.2 Lokasi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Daerah
Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Bantul. Moto kabupaten ini
adalah Projotamansari, yang merupakan singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo
royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Gunung Kidul di
sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di
sebelah barat.

Bagian selatan kabupaten ini berupa pegunungan kapur, yakni ujung barat dari
Pegunungan Sewu. Sungai besar yang mengalir di antaranya Kali Progo (membatasi
kabupaten ini dengan Kabupaten Kulon Progo, Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-
anak sungainya. Peta lokasi Kabupaten Bantul di D.I. Yogyakarta Koordinat: 07° 44'

04" - 08°00' 27" LS dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" BT.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bantul

Sumber : Web BantulKab
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2.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Bantul
a. Visi Kabupaten Bantul

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera,
berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Bantul yang :

Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani,
rohani dan sosial.

Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan
intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,
memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan
sosial.

Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling
menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa
patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan
pembangunan.

Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan

ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
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b. Misi Kabupaten Bantul
Adapun MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut :

1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas
dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah
daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

2.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil
dan berkepribadian luhur

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan
Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan
pengelolaan risiko bencana

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,

aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

2.1.3. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

a. Letak Geografis

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai lima Kabupaten dan satu
Kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul. Apabila dilihat
dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang
terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur
dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan.

Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara

geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan
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110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah
selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. (BPS Kab. Bantul: 2019)

b. Pembagian Administratif

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa dan
933 pedukuhan (tabel 1). Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan
statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area).

Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km?2.
Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan
Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan (tabel 1). Berdasarkan RDTRK dan
Perda mengenai batas wilayah kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa
perdesaan dan perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah
perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan

perdesaan sebanyak 34 desa.
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Tabel 2.1 Jumlah Desa, Dusun dan Luas kecamatan di Kabupaten Bantul

No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Dusun Luas (Km2)
1. Srandakan 2 43 18,32
2. Sanden < 682 23,16
3. Kretek 5 52 26,77
4. Pundong 3 49 24,30
5. Bambanglipuro 3 45 22,70
6. Pandak < 49 24,30
7. |Pajangan 3 55 33,25
8. Bantul 5 50 21,95
9. |Jetis < &4 21,47
10. Imogiri 8 72 54,49
11. |Dlingo 6 58 55,87
12. Banguntapan 8 57 28,48
13. |Pleret 5 47 22,97
14. Piyungan 3 &80 32,54
15. |Sewon 4 63 27,16
16. Kasihan = 53 32,38
17. Sedayu < 54 34,36

Jumlah 75 933 504,47

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul 2019
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Gambar 2.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bantul
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Sumber : http://kewilayahan.bantulkab.go.id/
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2.1.4. Kondisi Demografi Kabupaten Bantul

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul melaporkan bahwa jumlah
penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 sebanyak 931.356 Jiwa, dengan
jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 465.769 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan
sebanyak 465.587 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul rerata 1.840 orang
per Km2, dengan wilayah kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi
adalah Kecamatan Banguntapan yaitu sebesar 3776 jiwa per Km2. Sedangkan
kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Dlingo yaitu sebesar 692 jiwa per
Km?2.

Piramida Penduduk Kabupaten Bantul di bawah ini menjelaskan jumlah
penduduk terbanyak adalah golongan usia 35-39 tahun, terdapat pada penduduk
berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Rasio Beban Tanggungan adalah 44,92

% dan Rasio Jenis Kelamin dengan Jenis Kelamin Perempuan adalah 100.23.

Piramida Penduduk 2017
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Gambar 2.3. Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2017

Sumber : Dinkes Kabupaten Bantul 2017
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Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin adalah

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

Table 2.2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul

No
1.
2.
3.
4.
5.
S.
7.
8.
S.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kecamatan

Srandakan
Sanden
Kretek
Pundong

Bambanglipuro

Pandak
Bantul
Jetis
Imogiri
Dlingo
Pleret
Piyungan
Banguntapan
Sewon
Kasihan
Pajangan
Sedayu
Jumlah
Presentase

Laki-Laki

i4.
i4.
i4.
15.
i8.
24.
30.
26.
28.
17.
22.
25.
S56.
S55.
59.
17.
22.

475.872
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340
§90
375
s78
705
229
455
500
472
825
897
S37
536
784
712
9086
741

.83

Perempuan

14.595
15.249
15.249
16.419
19.216
24.329
30.889
27.082
29.062
18.340
22.619
26.219
564.948
54.571
59.559
17.371
23.211
479.143
50,17

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

Proyeksi Penduduk 2010-2020

Jumiah
28.935
29.939
29.939
32.0897
37.921
48.558
61.344
53.592
57.534
36.165
45.316
52.156
131.584
110.355
112.271
34.467
45.952
©955.015
100

2.2 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bantul

2.2.1 Profil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten

Bantul
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.;M =

Gambar 2.4 Kantor UKPBJ Kabupaten Bantul

Sumber : Data Primer
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Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul berlokasi di
Komplek Perkantoran Pemkab, Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714,

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul E-
Procurement sejak tahun 2009. Namun pada tahun 2009-2011 server LPSE
Kabupaten Bantul masih menjadi satu dengan LPSE DIY. Namun pada tahun
2012 LPSE Kabupaten Bantul sudah Mandiri dan tidak lagi bergabung dengan
LPSE DIY. Saat ini ULP sudah berganti menjadi Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ).

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses
monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang
ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14
Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan
Secara FElektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana
yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini

adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan
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Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu
LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang
merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar,jenis, spesifikasi
teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah,
proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui

katalog elektronik (e-Purchasing).

2.2.2 Kedudukan, Fungsi dan tugas pokok UKPBJ Kabupaten Bantul
2.2.2.1. Kedudukan
a. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
b. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala
Bagian.
2.2.2.2.Tugas
Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekertariat Daerah
Kabupaten Bantul, pasal 50 dielaskan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta
pelayanan administratif bidang pengadaan barang dan jasa.
2.2.2.3. Fungsi
Kemudian Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bagian;
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b. Perumusan bahan penyusunan kebijakan daerah bidang pengadaan barang dan
jasa;

c. Perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang
pengadaan barang dan jasa;

d. Perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang pengadaan barang dan jasa;

e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat
Daerah bidang pengadaan barang dan jasa;

f. Pelaksanaan ketatausahaan Bagian;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian, dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi UKPBJ Kabupaten Bantul

Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan
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Gambar 2.5 Struktur Organisasi UKPBJ Kabupaten Bantul Tahun 2019
Sumber : Data Primer
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terdiri;

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1) Kepala Bagian
2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan
3) Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

4) Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan
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